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BUPATI CIAMIS 

 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI CIAMIS 

NOMOR 40 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 36 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 

KERJA PERANGKAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI CIAMIS, 

 

Menimbang : a. bahwa kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan 

tata kerja Sekretariat Daerah telah diatur dalam Peraturan 

Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor                 

112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi              

dan Kabupaten/Kota, dalam rangka melaksanakan fungsi 

pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pelayanan administratif  

dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di bidang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ciamis perlu dibentuk Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa; 

  c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 6 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa diwadahi dalam bentuk Bagian dengan 

nomenklatur Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan 

pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk 

struktural dan berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah 

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui  

Asisten yang melaksanakan fungsi di bidang administrasi 

pembangunan yang pembentukannya ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati; 

SALINAN 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan  sebagaimana 

dimaksud pada huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk 

membentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan 

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang berbentuk struktural 

yang berkedudukan di Sekretariat  Daerah, sehingga Peraturan 

Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu diubah dan dilakukan penyesuaian. 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Barat;  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

              

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI CIAMIS NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.  

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah, diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis. 

2. Bupati adalah Bupati Ciamis. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari 

pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah 

provinsi.  

9. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu 

Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengoordinasian administratif 

terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan 

administratif. 

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis. 

11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas 

menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, 

serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

12. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati 

dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat 

Daerah. 

13. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati 

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

14. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
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15. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan Perangkat 

Daerah yang dipimpin oleh camat. 

16. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala 

kelurahan yang disebut lurah. 

17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur 

pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

18. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/ 

Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya 

sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

19. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ 

adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang 

menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 

20. UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja 

yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, 

proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga 

merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam 

kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia. 

21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi 

informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara 

elektronik. 

22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 

diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat 

yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya 

dalam rangka mendukung kelancaran tugas. 

 

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni 

angka 4, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas: 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan, membawahkan: 

1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan: 

a) Sub Bagian Tata Pemerintahan; 

b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan 

c) Sub Bagian Kerjasama Daerah. 

2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan: 

a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Perundang-undangan; 

b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan 

c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

3. Bagian Organisasi, membawahkan: 

a) Sub Bagian Kelembagaan; 

b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan 

c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah. 

c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, 

membawahkan: 
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1. Bagian Perekonomian, membawahkan: 

a) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian; 

b) Sub Bagian Bina Sarana Produksi; dan 

c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan BUMD. 

2. Bagian Pembangunan, membawahkan: 

a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan; 

b) Sub bagian Pengendalian Program Pembangunan; dan 

c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: 

a) Sub Bagian Pelayanan Sosial; 

b) Sub Bagian Pengembangan Sosial; dan 

c) Sub Bagian Bina Kemasyarakatan. 

4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa 

a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 

b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 

dan 

c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa. 

d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan: 

1. Bagian Keuangan, membawahkan: 

a) Sub Bagian Anggaran; 

b) Sub Bagian Perbendaharaan; dan 

c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

2. Bagian Umum, membawahkan: 

a) Sub Bagian Kesekretariatan; 

b) Sub Bagian Perlengkapan; dan 

c) Sub Bagian Rumah Tangga. 

3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan: 

a) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi; 

b) Sub Bagian Protokol; dan 

c) Sub Bagian Layanan Informasi. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

 

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 

a. Ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan 

organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah yang ditetapkan sebelum 

Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku 

sampai dengan berlakunya Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Bupati ini; 

b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati 

ini, untuk pertama kalinya mulai berlaku pada saat dilakukannya pengisian 

jabatan Perangkat Daerah pada unsur organisasi Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini. 
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2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 34 Tahun 2017 tentang Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Ciamis; dan 

b. Pasal 35 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis. 

 
 

Ditetapkan di Ciamis 
pada tanggal 31 Desember 2018 

BUPATI CIAMIS, 

 
Cap/ttd 

 
H. IING SYAM ARIFIN 

 

Diundangkan di Ciamis 
pada tanggal  31 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 
 

Cap/ttd 

 
H. ASEP SUDARMAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 
 

 

 

AEP SUNENDAR SH., MH 
NIP. 19621018 198303 1 005 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR  41 

TOSHIBA
Typewritten text
Cap/ttd



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal  31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

NOMOR

Staf Ahli Bidang Hukum, 

Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan 

Pembangunan

Staf Ahli Bidang Administrasi dan 

Sumber Daya Manusia

Asisten Administrasi 

Umum

TANGGAL

:    40 Tahun 2018

:      31 Desember 2018

Bagian 

Pemerintahan 

Umum

Bagian Hukum dan 

HAM

Bagian 

Organisasi

Bagian 

Perekonomian

Sekretaris Daerah

Kelompok 

Jabatan 

Fungsional

Asisten 

Pemerintahan

Asisten Perekonomian, 

Pembangunan dan 

Kesejahteraan Rakyat

Bagian Pembangunan

Sub Bagian 

Pembinaan dan 

Advokasi PBJ

Bagian 

Kesejahteraan 

Rakyat

Bagian Keuangan Bagian Umum
Bagian Hubungan 

Masyarakat 

Sub Bagian 

Pelayanan Sosial

Sub Bagian 

Anggaran

Sub Bagian 

Kesekretariatan

Sub Bagian 

Dokumentasi dan 

Publikasi

Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa 

Sub Bagian 

Otonomi Daerah

Sub Bagian 

Dokumentasi dan 

Informasi Hukum

Sub Bagian 

Ketatalaksanaan

Sub Bagian Bina 

Sarana Produksi

Sub Bagian Tata 

Pemerintahan

Sub Bagian Produk 

Hukum Daerah dan 

Perundang-Undangan

Sub Bagian 

Kelembagaan

Sub Bagian Bina 

Sarana 

Perekonomian

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

Sub Bagian 

Kerjasama 

Daerah

Sub Bagian Bantuan 

Hukum dan HAM

Sub Bagian 

Pendayagunaan 

Aparatur Daerah

Sub Bagian 

Pengembangan 

Perekonomian dan 

BUMD

Sub Bagian Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Protokol

Sub Bagian Bina 

Kemasyarakatan

Sub Bagian Evaluasi 

dan Pelaporan

SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Sub Bagian 

Layanan Informasi

Sub Bagian 

Penyusunan Program 

Pembangunan

Sub Bagian 

Pengendalian Program 

Pembangunan

Sub Bagian 

Pengembangan 

Sosial

Sub Bagian 

Perbendaharaan

Sub Bagian 

Perlengkapan

Sub Bagian 

Pengelolaan 

Pengadaan 

Barang/Jasa

Sub Bagian 

Pengelolaan LPSE

Sub Bagian Rumah 

Tangga

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 
  

  

  

  

AEP SUNENDAR SH., MH 

NIP. 19621018 198303 1 005 

  

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN  2018 NOMOR  41

TOSHIBA
Typewritten text
Cap/ttd


